ABSTRAK

Peredaran produk pangan impor di Indonesia semakin meningkat seiring
berkembangnya perdagangan internasional. Salah satu produk yang banyak
diminati masyarakat adalah latiao, makanan ringan asal Tiongkok. Namun, masih
ditemukan produk latiao impor yang tidak memenuhi standar keamanan pangan,
seperti tidak memiliki izin edar BPOM, tidak mencantumkan label berbahasa
Indonesia, dan mengandung bahan yang berpotensi membahayakan kesehatan
konsumen. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga
diperlukan perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat
mengonsumsi produk impor latiao yang tidak memenuhi standar keamanan pangan
serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini
menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta
peraturan BPOM. Pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan impor yang
tidak memenuhi standar keamanan pangan dapat dikenakan sanksi administratif,
perdata, maupun pidana. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam melakukan
pengawasan terhadap peredaran produk pangan impor demi menjamin keamanan
dan keselamatan konsumen.
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